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FAKTOR YANG MENDORONG INDONESIA BERGABUNG DI JOINT EXTERNAL 

EVALUATION – WORLD HEALTH ORGANIZATION (JEE-WHO) 

 

Radisya Zaniar 

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia 

Email: radisyazaniar@gmail.com 

Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang berbagai alasan yang melatarbelakangi keikutsertaan 

Indonesia di Joint External Evaluation, sebuah lembaga pengawasan yang berada di bawah 

naungan World Health Organization (WHO) guna memastikan Indonesia telah menerapkan 

International Health Regulation 2005 sebagai barometer kesehatan semua negara anggota 

WHO. Selama ini Indonesia telah aktif melakukan kerjasama multilateral guna meningkatkan 

kapasitas kesehatannya, namun Indonesia perlu terus waspada terhadap berbagai wabah dan 

penyakit yang akan datang. Penulis menggunakan teori Foreign Policy Analysis dari William 

D. Coplin untuk menjelaskan faktor pendorong bergabungnya Indonesia di JEE-WHO. 

Melalui metode kualitatif eksplanatif, penulis menggunakan unit analisa Keikutsertaan 

Indonesia di JEE-WHO dengan level analisa tingkat Negara-Bangsa. Sedangkan Unit 

eksplanasinya adalah Joint External Evaluation yang berada dibawah naungan WHO dengan 

tingkat sistem global yang membuat tulisan ini deduksionis. Indonesia telah mendapatkan hasil 

asesmen JEE di tahun 2017 yang membuat Indonesia banyak berbenah hingga lahirnya 

National Action Plan for Health Sector (NAPHS) yang diterapkan jangka 5 tahunan sejak 2020 

hingga 2024. NAPHS ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Dalam bergabungnya 

Indonesia di JEE, banyak faktor yang berperan didalamnya, mulai dari para birokrat 

pemerintahan, media massa, hingga kesadaran akan pentingnya meningkatkan kapasitas 

kesehatan Indonesia. 

 

Kata Kunci: Indonesia, Foreign Policy Analysis, Joint External Evaluation, World Health 

Organization  
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A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi dunia saat ini yang banyak dipenuhi wabah penyakit, membuat negara dan 

aktor-aktor di dunia kesehatan harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Terlebih ancaman kesehatan merupakan ancaman yang tak terlihat (intangible), yang 

berbeda dengan ancaman militer yang terlihat (tangible) dan dapat diperkirakan langkah 

mengatasinya. Hal inilah yang membuat ancaman kesehatan memiliki penanganan yang 

berbeda di tiap wabah penyakit yang datang. 

Organisasi internasional menjadi badan yang berperan penting untuk menanggulangi 

pandemi dan wabah penyakit, baik pandemi di skala nasional maupun internasional. Selain itu, 

organisasi internasional juga memiliki fungsi untuk perataan akses dan fasilitas kesehatan bagi 

negara anggotanya. Manfaat positif adanya organisasi internasional ini membuat banyak 

negara yang tertarik masuk ke dalam organisasi internasional dalam, terlebih dalam bidang 

kesehatan. Namun tidak dipungkiri, krikutsertaan negara dalam sebuah otganisasi internasional 

tidak akan jauh kaitannya dengan kepentingan nasional. Tiap negara pasti menginginkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya ketika memilih masuk ke sebuah organisasi internasional. 

Manfaat organisasi internasional tampak terlihat ketika dunia dilanda wabah penyakit. Banyak 

negara yang membutuhkan akses dan fasilitas kesehatan lantaran keadaan fasilitas kesehatan 

di negara tersebut yang kurang memadai dan kurang layak, baik hanya untuk pertukaran tenaga 

kesehatan antar negara ataupun peningkatan sarana Kesehatan penunjang (Arief, 2018). 

 Dibalik keuntungannya, terdapat konsekuensi dan penyesuaian yang harus dilakukan 

calon negara anggota sebelum maupun ketika sudah masuk ke dalam organisasi internasional 

tersebut. Konsekuensi ini bisa berupa kriteria atau ketetapan agar tiap negara anggota memiliki 

standar yang serupa. Namun konsekuensi dari adanya standarisasi ini dapat berakibat pada 

berkurangnya kuasa negara dalam mengontrol kedaulatannya. Karena pada hakikatnya 

bergabung pada organisasi internasional sama dengan membagi separuh kedaulatan negara 

tersebut untuk kekuasaan internasional yang anarki. Konsekuensi ini juga berlaku di Organisasi 

Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO). Negara yang berminat menjadi negara 

anggota WHO harus mengisi berkas dan harus bersedia negaranya mengirimkan report tahunan 

mengenai kondisi negaranya di bidang kesehatan pada WHO. Negara juga tidak punya kuasa 

penuh terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan dalam konstitusi WHO, khususnya negara semi 

periphery (Asyifa, 2016). 
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Dalam organisasi internasional seperti WHO, terdapat sub-organisasi di bawahnya 

yang bersifat seperti program kerjasama maupun bantuan yang lebih fokus membahas pada 

suatu topic, salah satu contohnya adalah Joint External Evaluation (JEE) yang khusus 

membahas evaluasi negara-negara anggota. Kenyataan bahwa banyak negara yang belum bisa 

menerapkan International Health Regulation (IHR) 2005 dan sulitnya negara dalam 

mengendalikan kondisi sektor kesehatannya membuat WHO harus mencari cara agar bisa 

membantu negara menganalisa hal tersebut. Hadirnya JEE merupakan salah satu mekanise 

kerjasama antara WHO dengan negara yang bertujuan untuk membantu negara anggota 

menganalisa kondisi kesehatan di negara tersebut dari pihak eksternal. Keikutsertaan negara 

didalamnya bersifat sukarela, karena belum tentu semua negara bersedia membagikan kondisi 

kesehatannya kepada pihak eksternal (Feby, 2021). 

Negara anggota WHO sudah seharusnya mengirimkan laporan tahunan (annual report) 

ke WHO sebagai salah satu syarat menjadi negara anggota. Laporan ini digunakan sebagai 

bahan pertimbangan terhadap isu kesehatan nasional yang dapat berpotensi meluas dan 

mewabah. Laporan ini berisi tantangan kesehatan secara riil di negara tersebut selama tiap 

tahunnya yang nantinya digunakan sebagai bahan penelitian WHO tentang penyakit yang ada 

di negara tersebut dan menjadi rekomendasi penanganan di tingkat nasional. Laporan tahunan 

ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif bagi penanggulangan wabah, namun pada 

realitanya laporan tahunan yang dikirim negara kerap tidak sama keadaannya seperti kenyataan 

di lapangan dan cenderung diperbagus dari kondisi asli di negaranya. Efek hiperbola dari 

pelaporan tahunan pada WHO ini nyatanya struktural, yang membuat negara sendiri sulit 

mengidentifikasi data aslinya dan menghampat penanggulangan wabah yang ada, terlebih di 

negara berkembang yang secara peralatan juga belum memadai. Inilah faktor yang membuat 

banyak negara yang selalu tidak siap saat pandemi melanda. Ketidaksiapan ini tidak hanya 

menyulitkan negara, namun juga menyulitkan WHO sebagai badan yang berhak memberikan 

peringatan “alarm global” saat wabah melanda. (Samhouri, 2020) 

Sulitnya negara mengidentifikasi kesehatannya hingga ke sektor yang paling bawah, 

membuat negara sendiri bingung bagaimana langkah pencegahan yang tepat sasaran bagi 

masyarakatnya. Karena kesehatan merupakan isu individu yang jika dibiarkan akan 

berpengaruh pada kedaulatan negara yang lalai dalam merawat dan menanggulanginya. Oleh 

sebab itulah WHO, melalui Global Health Security Agenda (GHSA) sebagai forum kesehatan 

internasional, menginisiasi JEE sebagai salah satu solusi untuk menangani kesulitan negara 
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mengidentifikasi kesehatan secara struktural. Indonesia merupakan salah satu negara anggota 

WHO yang aktif di GHSA dan pernah mengetuai tim pengarah (steering group) di 2016 dan 

menjadi anggota tetap hingga saat ini. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memutuskan dengan sukarela untuk 

masuk ke JEE dan keluar hasil evaluasinya pada November 2017.  Masalah kesehatan 

merupakan masalah yang masih sulit dikendalikan Indonesia. Selain banyaknya bencana alam 

yang melanda Indonesia saat itu, penyakit menular seperti Ebola dan SARS juga marak 

menginfeksi masyarakat Indonesia. Beragamnya kondisi masyarakat di Indonesia dengan 

struktur kebudayaan yang beragam juga menjadi salah satu tantangan sulitnya masyarakat 

Indonesia mendapat akses kesehatan yang layak dan memadai. Hal inilah yang akhirnya 

membuat Indonesia memilih menjadi salah satu negara yang bersedia dievaluasi oleh tim 

asesmen JEE-WHO. 

Tim asesmen JEE-WHO tidak hanya bekerja sendiri untuk menyelesaikan 

permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia, namun Pemerintah Indonesia, melalui 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga harus melakukan penelitian dan 

mengirimkan data yang terkait. Penilaian tim asesmen JEE-WHO akan mengacu pada JEE 

Tools yang merupakan kerangka untuk membantu negara mewujudkan IHR 2005.  Sehingga 

tim asesmen JEE-WHO nantinya juga akan membandingkan fakta di lapangan dengan data di 

pemerintahan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui hal apa yang kiranya harus 

dirubah dari sistem kesehatan yang saat ini ada dan harus menyesuaikan dengan sasaran dari 

JEE Tools. Peneliti tertarik untuk mengaji lebih dalam lagi tentang apa yang menjadi alasan 

Indonesia secara sukarela ingin bergabung ke JEE-WHO dan ingin kondisi kesehatannya 

dianalisa oleh tim eksternal JEE-WHO (Jhon, 2010). 

Studi kasus ini layak diangkat ke dalam sebuah penelitian karena Indonesia merupakan 

negara yang strategis untuk tertular maupun menularkan penyakit, baik itu ditilik dari sisi 

geografis maupun demografisnya. Perpindahan penduduk yang cepat dan banyaknya akses 

imigrasi antar negara menuju Indonesia menjadi salah satu alasan mudahnya sebuah penyakit 

masuk ke Indonesia. Selain itu masih kurangnya koordinasi antar sektor kesehatan membuat 

kian sulitnya masyarakat Indonesia mendapat akses kesehatan yang merata. Pasca perang 

dingin menjadi waktu maraknya pandemi, seperti Ebola, Flu Burung, H1N1, hingga Covid-19, 

yang mengharuskan seluruh warga dunia tanggap terhadap isu kesehatan, termasuk pemerintah 

sebagai pemegang kendali kebijakan. Sehingga alasan keikutsertaan Indonesia dalam JEE-
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WHO, sebagai sebuah instrumen penilai kesehatan, layak untuk diteliti dan menjadi 

pembelajaran bersama (Kemenlu, 2018). 

Berkenaan dengan latar belakang diatas, argumentasi dasar faktor yang mendorong 

bergabungnya Indonesia dalam JEE merupakan salah satu langkah Indonesia untuk mencegah 

dan menanggulangi wabah penyakit yang menjadi ancaman multinasional. Jika ditinjau dari 

teori Foreign Policy Analysis milik William D. Coplin, Indonesia banyak menerapkan 

bereucratic influence dalam pengambilan kebijakan ini, dimana pengambilan keputusan 

banyak dipengaruhi oleh dinamika pemerintahan baik dalam tubuh pemerintahan Indonesia 

maupun kebijakan WHO yang mempengaruhi Indonesia sebagai negara anggota. Penerapan 

bereucratic influence ini dapat ditinjau dari sisi dalam dan luar negeri. Sehingga secara tidak 

langsung melibatkan kepentingan nasional sebagai hal pendorong yang mengharuskan 

Indonesia bergabung JEE. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang dapat ditarik, 

Mengapa Indonesia memilih untuk bergabung di Joint External Evaluation – World Health 

Organization (JEE-WHO)? 

B. Metodologi  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang mendorong Indonesia memilih 

bersedia bergabung dalam Joint External Evaluation – World Health Organization (JEE-

WHO). Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif dengan 

menjelaskan posisi variabel-variabel yang menjadi sentral penelitian dan mencari kaitan antar 

variabel satu dengan lainnya. Hal serupa dijelaskan dalam buku karya Mochtar Mas’oed yang 

mengutip Sugiyono bahwa pemelitian eksplanatif (explanatory research) merupakan metode 

penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 

pengaruhnya antar variabel. Penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. Metode ini 

merupakan teknik analisa data yang tidak menggunakan angka, tidak melalui prosedur 

statistika, dan tidak ada hitungan dalam melakukan analisis penelitiannya. Unsur terpenting 

yang harus digarisbawahi dalam penelitian kualitatif adalah subjektifitas peneliti. Sudut 

pandang peneliti sangat penting dalam penelitian jenis ini. Tafsiran dalam penelitiannya pun 

akan bergantung pada pemahaman peneliti, dalam hal ini untuk menganalisa data yang ada 

dalam mendeskripsikan hal yang melatarbelakangi keikutsertaan Indonesia di Joint External 

Evaluation-World Health Organization (JEE-WHO) (Martini, 1996). 
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Penggunaan level analisa penelitian hubungan internasional dapat membantu pembaca 

memahami sudut pandang peneliti. Mochtar Mas’oed, dalam buku “Ilmu Hubungan 

Internasional: Disiplin dan Metodologi”, membagi level analisa dalam Hubungan Internasional 

menjadi lima tingkatan, diantaranya tingkat individu, tingkat kelompok-individu, tingkat 

negara-bangsa, tingkat kelompok negara-negara (regional), dan tingkat sistem global. Sebelum 

menentukan level analisa, penulis harus menentukan unit analisa dan unit eksplanasi sebagai 

alat bantu peneliti dalam menentukan arah penelitian dan hasilnya. Unit analisa akan berperan 

sebagai variabel dependen dan unit eksplanasi akan berperan sebagai variabel independen 

(Nurhikmah, 2018). 

Penelitian ini menggunakan unit analisa alasan Indonesia bergabung dalam Joint 

External Evaluation dengan level analisa tingkat negara-bengsa. Sedangkan unit 

eksplanasinya adalah Joint External Evaluation yang berada di bawah naungan Organisasi 

Kesehatan (World Health Organization-WHO) dengan level analisa tingkat sistem global. 

Berdasarkan level analisanya, penelitian ini termasuk dalam tipe deduksionis, karena unit 

analisanya yang lebih kecil dibandingkan unit eksplanasinya. Sumber bacaan dan penelitian 

terdahulu yang menyokong penelitian ini didapatkan melalaui studi pustaka (library 

research). Untuk mempermudah menyisir hasil studi pustaka, penulis membatasi ruang 

lingkup penelitian pada batasan materi pada keadaan sektor kesehatan Indonesia saat ini dan 

mengaitkannya dengan hal yang menjadi faktor bergabungnya Indonesia di JEE-WHO. 

Sedangkan batasan waktunya akan penulis batasi pada hasil asesmen pertama dan lahirnya 

NAPHS. 

C. Konsep 

Untuk menujang penelitian ini maka literature review berfokus pada Dinamika kesehatan 

Indonesia di kancah internasional, Indonesia sudah sejak lama aktif dalam berbagai forum 

internasional di bidang Kesehatan, seperti yang diungkapkan pada skripsi yang ditulis oleh 

Nurhikmah yang berjudul “Upaya Indonesia untuk Melawan Ketidakadilan dalam Sistem 

Kesehatan Global”. Saat maraknya virus H5N1 atau Flu Burung pada tahun 2003, Indonesia 

menjadi salah satu negara yang warga negaranya terinfeksi. Kerugian dialami oleh Indonesia, 

baik secara beban pembiayaan Kesehatan masyarakat hingga menurunnya ekspor unggas dan 

olahannya ke berbagai negara. 

Aktifnya Indonesia di dalam Organisasi Kesehatan global pun membuat Indonesia 

menginisiasi terbentuknya Multilateral Foreign Policy and Global Health (FPGH) yang 

digagas oleh 7 Menteri Luar Negeri, yaitu: Norwegia, Indonesia, Brazil, Prancis, Thailand, 
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Senegal, dan Afrika Selatan pada September 2006 di New York. Adanya FPGH ini bertujuan 

untuk mendorong, menciptakan, dan mengembangkan mekanisme baru terkait Kerjasama 

dalam isu Kesehatan global dengan menjamin keadilan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, 

perdamaian dan keamanan. Hal ini dilatarbelakangi ketidakadilan yang dialami negara-negara 

tersebut dalam mendapatkan akses Kesehatan. Selain menginisiasi FPGH, Indonesia juga 

pernah berperan sebagai Ketua Global Health Security Agenda di tahun 2016. Seperti yang 

dijelaskan di skripsi milik Dianita Asyifa Damayanti dengan judul “Peran Indonesia sebagai 

Ketua Global Health Security Agenda Tahun 2016 dalam Menghadapi Ancaman Keamanan 

Kesehatan”. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia memiliki tanggungjawab untuk 

mendorong negara-negara anggota GHSA untuk mengimplementasikan International Health 

Regulation (IHR) yang telah ditetapkan oleh WHO sejak tahun 2005, terlebih Indonesia masih 

menjadi salah satu negara anggota WHO yang belum bisa menerapkan IHR 2005 dengan baik 

dan konsisten. Indonesia masih kerap dilanda wabah penyakit, seperti flu burung, HIV-AIDS, 

Tuberculosis, hingga pandemi Covid-19. 

Adanya wabah Ebola pada 2014 membuat dunia sadar akan pentingnya membangun 

sistem Kesehatan nasional yang kuat melalui implementasi IHR 2005, hal inilah yang 

melatarbelakangi terbentuknya GHSA pada Februari 2014 dengan 29 negara anggota. Dengan 

menjunjung sifat terbuka dan sukarela, forum ini dibentuk dengan inisiatif masa kerja 5 

tahunan dengan didukung oleh WHO, FAO, OIE, Bank Dunia, serta organisasi non pemerintah 

dan sektor swasta lainnya. Dengan mengutamakan kejasama multilateral dan multiaktor, 

GHSA dapat membangun komitmen keamanan Kesehatan melalui berbagai sektor pendukung. 

Indonesia telah menjadi anggota tim pengarah (steering group) Bersama 9 negara lainnya, lalu 

pernah menjadi anggota Troika pada periode 2014-2018, hingga pernah menjadi negara ketua 

untuk kasus Zoonotic Disease Action Package dan negara kontributor untuk Action Package 

Antimicrobial Resistance, Biosafety, And Biosecurity, serta menjadi Real-Time Surveillance. 

Keterlibatan aktif Indonesia dalam GHSA hingga dapat menjadi ketua pada 2016 ini 

menjadi pijakan kaki yang kuat untuk membuktikan Indonesia akan mengambil peran penting 

dalam berbagai isu Kesehatan global. Kepercayaan negara anggota dan mitra GHSA pada 

Indonesia membuat Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan GHSA kelima di 

Nusa Dua, Bali pada 2018. Sebagai salah satu negara anggota JEE, Indonesia juga turut 

mempromosikan JEE sebagai salah satu agenda di GHSA. Dampaknya, telah banyak negara 

anggota GHSA yang turut bergabung di JEE. 

Memegang prinsip diplomasi “bebas aktif” membuat Indonesia banyak mengambil peran 

di forum multilateral, salah satu contohnya tampak saat wabah Covid-19 melanda Indonesia 
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dan hamper seluruh negara di dunia.  Di saat semua negara kesulitan mendapatkan akses 

vaksin, Indonesia memilih masuk ke mekanisme kerjassama multilateral COVAX Facility. Hal 

ini diutarakan oleh Asep Setiawan dalam skripsinya yang berjudul “Peran Diplomasi 

Multilateral Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”. COVAX Facility merupakan 

mekanisme Kerjasama multilateral yang berada dibawah naungan WHO yang bekerjasama 

dengan GAVI (Global Alliance Vaccines and Immunization), CEPI (Coalition for Epidemic 

Preparedness Innovations), dan UNICEF (United Nations International Children’s Emergency 

Fund) yang memungkinkan negara bertemu dengan manufaktur vaksin demi mengoptimalkan 

akses vaksin Covid-19 ke seluruh negara anggota. Melalui COVAX Facility, negara bisa 

mendapatkan vaksin dengan gratis ataupun bersubsidi. Indonesia sendiri memilih bergabung 

Covax Facility pada 2020 dan tergabung juga dalam COVAX Advancce Market Commitment-

Engagement Group (AMC-EG). Kerjasama ini membuahkan hasil yang memuaskan. 

Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Covid-19 sebanyak 15-20% jumlah penduduk atau 

setara dengan 108 juta dosis vaksin. Pengirimannya akan dilakukan bertahap sejak 2021 hingga 

2022. Indonesia juga membeli dosis tambahan dengan harga $7 per dosis melalui COVAX 

AMC. Harga ini lebih murah dibandingkan jika Indonesia melakukan Kerjasama secara 

bilateral dengan manufaktur vaksin terkait. Meski begitu, Indonesia tetap melakukan 

Kerjasama secara bilateral dengan manufaktur vaksin SINOVAX untuk memenuhi kebutuhan 

vaksin bagi masyarakatnya. 

COVID-19 memang menjadi ujian terbesar sejauh ini bagi pengimplementasian IHR 

2005 di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh skripsi yang ditulis oleh M. Hafid Iskandar 

berjudul “Implementasi International Health Regulation dalam Penanganan COVID-19 di 

Indonesia”. Dalam tulisannya membuktikan Indonesia telah banyak meratifikasi IHR 2005 ke 

dalam produk hukum nasional guna mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19, 

diantaranya Undang Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang kemudian 

diturunkan menjadi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020. Di samping itu, sesuai dengan arahan IHR 

untuk meningkatkan komunikasi terkini tentang status pandemi dalam negeri, Indonesia 

membentuk Vocal Point yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020. 

Sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia dengan letak 

geografis negara yang berupa kepulauan, tidak dipungkiri masalah Kesehatan yang ada di 

Indonesia sangat kompleks. Masih belum lengkapnya sarana Kesehatan di berbagai rumah 

sakit hingga sulitnya akses Kesehatan hingga ke pelosok menjadi kendala internal yang hingga 

saat ini masih terus ditelusuri jalan keluarnya oleh pemerintah. Di sisi lain Indonesia juga masih 
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belum mengoptimalkan penelitian dan pengembangan sarana Kesehatan yang dibutuhkan 

masyarakatnya, hal inilah yang membuat Indonesia masih kerap meminta bantuan asing untuk 

membantu menuntaskan isu Kesehatan nasional. Hal ini sesuai dengan yang ditulis dalam 

skripsi berjudul “Kepentingan Keamanan Kesehatan (health security) Amerika Serikat dalam 

Program Bantuan Penanganan Wabah Avian Influenza di Indonesia” yang ditulis oleh Ekki Tri 

Yunita. 

Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat tidak ingin virus Avian Influenza yang ada di 

Indonesia menyebar ke negara lain. Hal ini pasti menyebabkan terganggunya kepentingan 

nasional Amerika Serikat sekaligus menguatkan taring AS sebagai salah satu pemegang rezim 

Kesehatan dunia. AS memberikan bantuan keuangan dan perbantuan tenaga ahli. Selain itu, 

AS juga memberikan bantuan edukasi penyuluhan tentang virus Avian Influenza atau Flu 

Burung. Bantuan keuangan untuk Indonesia disalurkan melalui USAID (United States Agency 

for International Development) berupa dana sebesar 42,88 juta USD sejak tahun 2005. USAID 

Bersama dengan Pemerintah Indonesia juga mendirikan Community-Based Avian Influenza 

Control Project (CBAIC) guna menanggulangi flu burung di Indonesia melalui peningkatan 

biosecurity hingga ke desa dan produsen unggas. 

Menjadi bagian dari organisasi Kesehatan dunia akan memberikan kemajuan pesat untuk 

kapasitas Kesehatan nasional, hal inilah yang berusaha dilakukan Indonesia. Dengan 

mengambil banyak peran di berbagai forum internasional, membuat Indonesia akan memiliki 

lebih banyak opsi untuk mempersiapkan wabah dan ancaman Kesehatan yang akan datang. 

Sebagai negara besar di Kawasan Asia Tenggara, kebijakan yang diambil Indonesia di sektor 

Kesehatan juga akan berpengaruh pada kestabilan keamanan Kawasan. Apabila Indonesia 

terserang wabah penyakit, negara lain di Kawasan Asia Tenggara pun akan mudah terserang 

penyakit yang sama. Sehhingga tidak hanya memikirkan stabilitas nasionalnya saja, dalam 

melakukan Kerjasama Kesehatan Indonesia juga akan memikirkan stabilitas Kawasan. Hal 

serupa juga dilakukan Australia di Kawasan Indo-Pasific dalam jurnal berjudul “Securing 

Indo-Pacific Health Security: Australia’s Approach to Regional Health Security” karya Adam 

Kamradt-Scott. 

Australia merupakan negara digdaya di Kawasan Pasifik, hal inilah yang membuat 

Australia berani mengalirkan banyak dana untuk memfasilitasi negara lain di wilayah Indo-

Pasifik untuk mempertajam taringnya, termasuk dalam hal Kesehatan. Salah satu negara yang 

menerima dana terbesar dari Pemerintah Australia adalah Indonesia, karena Indonesia secara 

geografis merupakan negara besar di wilayah Indo-Pasifik sehingga akan rentan terhadap 

penyebaran wabah penyakit. Selain memberikan bantuan, Australia juga aktif menginisiasi 
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adanya pertemuan regional yang membahas tentang isu Kesehatan, baik tentang zoonosis, 

penyakit menular, telemedicine, dan bahasan Kesehatan lainnya. 

Hal serupa juga pernah dilakukan Indonesia saat memilih tidak meratifikasi Framework 

Convention Tobacco Control (FCTC) di tahun 2019, padahal Indonesia merupakan salah satu 

negara penghasil tembakau terbaik di dunia. Hal ini diungkapkan dalam skripsi karya Antaresta 

Pradipa Widyadhana berjudul “Alasan Indonesia Menolak Menandatangani Framework 

Convention Tobacco Control (FCTC) pada Tahun 2019”. Sebagai salah satu negara yang 

memiliki pengaruh pada industri rokok dan pertembakauan. 

 

Teori Foreign Policy Analysis 

Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum internasional, 

William D. Coplin untuk menjelaskan alasan dibalik bergabungnya Indonesia di JEE-WHO. 

Dalam teori Foreign Policy Analysis, Coplin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri 

dipengaruhi oleh tiga konsideran, yaitu kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan 

militer, serta konteks internasional. Dengan mengamati ketiga konsideran tersebut, nantinya 

dapat menjelaskan alasan politik luar negeri sebuah negara ditetapkan. Perlu digaris bawahi 

bahwa setiap konsideran hanya mempengaruhi secara parsial, sehingga setiap konsideran 

bukanlah faktor tunggal terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri. Pertimbangan lain juga 

mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan luar negeri. Politik dalam negeri membawa dampak 

besar terhadap politik luar negeri suatu negara. Perbedaan sistem pemerintahan yang dianut 

seperti demokrasi atau autokrasi, terbuka atau tertutup merupakan keadaan dalam negeri yang 

dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Kemudian stabilitas negara serta kondisi dalam 

negeri menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Namun perlu diingat, bahwa 

politik dalam negeri hanya satu dari sekian hal konsideran yang bekerja dalam perumusan 

politik luar negeri sebuah negara. William D. Coplin memfokuskan analisanya pada hubungan 

antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor dalam negeri, yang 

berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka (Coplin, 2003). 

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, William D. Coplin mengkategorikan 

policy influences system menjadi empat kategori yakni bureaucratic influence, partisan 

influence, interest influence, dan mass influence. Keempat kategori ini merupakan aktor yang 

dapat mempengaruhi terjadinya keputusan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. 

Bureaucratic influence adalah berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif 

pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan 

kebijakan. Kemudian kelompok-kelompok birokratis menjadi sangat berpengaruh apabila 
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mereka merupakan anggota dari pengambil keputusan. Partisan influence mereka bertujuan 

menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan 

kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Interestin fluencer terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian 

kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktifitas 

kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk 

mendapatdukungan dari pengambil keputusan yang lain. Mass influence dalam hal ini mengacu 

padaiklim opini, yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil 

keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Dampak mass influence bisa beraneka ragam 

tergantung kepada sistem politik yang dianut suatu negara (Coplin, 2003). 

William D. Coplin memberikan istilah policy influences bagi yang mempengaruhi 

kebijakan atau pengambil keputusan. Pengambil keputusan menentukan kepentingan nasional, 

mengatur strategi dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah 

dilaksanakan. Di beberapa negara, pemimpin negara (Presiden, Perdana Menteri, atau Raja) 

merupakan aktor dominan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam sistem 

pemerintahan Indonesia, Presiden Indonesia memiliki peran besar dalam pengambilan 

keputusanluar negeri Indonesia dibantu oleh menteri luar negeri serta pihak-pihak terkait 

(Coplin, 2003). 

D. Pembahasan  

JEE-WHO dan Partisipasi Indonesia 

Setelah Perang Dunia kedua, isu kesehatan menjadi bahasan strategis dalam dunia 

hubungan internasional kontemporer. Hal inilah yang mendorong lahirnya World Health 

Organization (WHO) pada 7 April 1948 yang hingga saat ini diperingati sebagai hari kesehatan 

dunia. IHR atau International Health Regulation bertujuan untuk meningkatkan kapasitas inti 

negara dalam deteksi, verifikasi, pelaporan dan respons terhadap penyakit. darurat kesehatan 

masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Sejalan dengan hal ini, strategi Asia Pasifik 

untuk penyakit baru dan darurat kesehatan masyarakat diadopsi untuk memandu upaya negara-

negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional dalam 

kaitannya dengan penyakit-penyakit baru dan darurat kesehatan masyarakat, dan juga untuk 

memperkuat kemitraan regional dan internasional (Susilarini NK, 2009). 

Penyakit menular seksual seperti Ebola, sindrom pernapasan Timur Tengah, dan flu 

burung telah meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat internasional. Pada 

tahun 2019, dalam lapooran tahunan a world at risk tentang kesiapsiagaan global menghadapi 

keadaan darurat kesehatan menekankan bahwa dunia berada pada risiko akut terhadap epidemi 
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atau pandemi penyakit regional atau global yang tidak hanya mengancam hilangnya nyawa 

namun juga menjungkirbalikkan perekonomian dan menciptakan dampak sosial. kekacauan. 

Setelah wabah Ebola di Afrika barat pada tahun 2014, beberapa negara, dipimpin oleh Amerika 

Serikat, memprakarsai forum global yang disebut Agenda Keamanan Kesehatan Global, untuk 

mempercepat penerapan IHR dengan memberikan pengaruh dan momentum politik bagi 

pejabat tingkat tinggi dan negara-negara di dunia, meningkatkan komitmen multisektoral, 

investasi dan upaya untuk mengatasi keadaan darurat kesehatan 

Indonesia memimpin GHSA pada tahun 2016 dan menjadi tuan rumah pertemuan 

tingkat menteri GHSA ke-5 di Bali pada tahun 2018 geografis dan dan posisi Indonesia sebagai 

pusat transportasi internasional menjadikan Indonesia sebagai pusat penularan penyakit EID 

dan epidemi sehingga berpotensi menjadi pandemi. Oleh karena itu, mencegah dan 

meminimalkan dampak dari kejadian-kejadian tersebut telah menjadi prioritas bagi Indonesia, 

dan hal ini tercermin dalam strategi dan rencana aksi kesehatan (Rencana kontinjensi pandemi 

nasional, 2019). 

Pemerintah Indonesia telah mematuhi penerapan IHR sejak tahun 2007. Pada tahun 

2011, sebuah komisi nasional penerapan IHR dibentuk, yang melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan termasuk dari sektor non-kesehatan. Pada tahun 2014, Indonesia memenuhi 

persyaratan kapasitas inti IHR, dan hal ini terus dipertahankan. Hal ini sangat penting dalam 

konteks desentralisasi struktur pemberian layanan politik dan kesehatan serta keragaman 

geografis dan ekologi yang luas (Tolok ukur WHO untuk Peraturan Kesehatan Internasional 

(IHR), 2006). 

 Pada tahun 2016, GHSA dan WHO bekerja sama untuk merevisi kerangka pemantauan 

dan evaluasi IHR, dan hasil dari upaya bersama ini adalah pengembangan alat evaluasi 

eksternal bersama (JEE)15 untuk mengevaluasi kapasitas negara-negara dalam mencegah, 

mendeteksi, dan merespons bencana . PHEIC; JEE kemudian direvisi pada tahun 2018.16 

Alat JEE digunakan untuk menilai kapasitas inti dalam empat kategori: mencegah, 

mendeteksi, merespons, dan lainnya; 19 bidang teknis mencakup 11 paket aksi GHSA, 17 

dan 48 indikator untuk menilai kapasitas. 

Untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam penerapan IHR, pada bulan Februari 

2017 Pemerintah Indonesia secara sukarela meminta WHO untuk menyelenggarakan JEE 

yang dilakukan oleh tim peneliti eksternanya. Tujuannya adalah untuk menilai kapasitas 

Indonesia saat ini dalam menghadapi PHEIC. Pendekatan yang terstandarisasi, sistematis dan 

partisipatif serta mengidentifikasi kebutuhan atau kesenjangan tambahan dan tindakan 

prioritas. Untuk memastikan bahwa proses JEE berjalan lancar dan mencerminkan kapasitas 
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Indonesia secara keseluruhan, kelompok kerja GHSA dibentuk di Kementerian Kesehatan 

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101, 2019). 

Berdasarkan keputusan menteri, koordinatornya adalah ditunjuk untuk setiap kategori 

bidang teknis, dan titik fokus ditunjuk untuk setiap bidang teknis. Mereka bertanggung jawab 

untuk berkoordinasi dan berkolaborasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan 

kementerian terkait lainnya, dan dengan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi 

mandiri terhadap seluruh kegiatan di setiap bidang teknis. 

Kementerian Kesehatan juga dibentuk untuk berkomunikasi dengan WHO di tingkat 

negara, regional, dan global. Komunikasi mencakup pengaturan pengiriman tenaga ahli 

nasional untuk berpartisipasi dalam JEE negara lain dan untuk orientasi proses JEE. Para ahli 

nasional ini memainkan peran penting dalam persiapan JEE di Indonesia, khususnya dengan 

memberikan informasi tentang bagaimana evaluasi mandiri dan koordinasi internal dilakukan 

di negara lain. 

Setiap titik fokus bidang teknis mengadakan pertemuan multisektor dan multipihak 

secara rutin dan intensif, yang dihadiri oleh mitra dan donor. Komunitas mitra dan donor 

terlibat secara aktif, dan proses ini memungkinkan mereka menyelaraskan prioritas, proyek, 

dan dukungan pembangunan lebih lanjut dengan prioritas negara dan kesenjangan kapasitas 

yang diidentifikasi melalui evaluasi yang terstandarisasi dan sistematis menggunakan alat JEE. 

Tinjauan tiruan internal dilakukan pada titik tengah persiapan JEE untuk membantu 

menyempurnakan dan meningkatkan hasil evaluasi diri. Tingkat kapasitas Indonesia 

ditentukan secara aklamasi sebelum dilakukan evaluasi oleh tim eksternal JEE (Rencana Aksi 

Nasional Ketahanan Kesehatan 2020–2024, 2020). 

JEE mencerminkan keterlibatan aktif multisektor, karena seluruh pemangku kepentingan 

di Indonesia hadir selama evaluasi dan setiap bidang teknis dipresentasikan tidak hanya oleh 

Kementerian Kesehatan tetapi juga oleh perwakilan dari sektor yang bersangkutan; misalnya 

bidang teknis darurat radiasi dipimpin oleh Badan Pengatur Tenaga Nuklir dan bidang teknis 

penyakit zoonosis dipimpin oleh Kementerian Pertanian. Berdasarkan temuan-temuan dari 

pelaksanaan penilaian mandiri JEE Indonesia, diskusi dan tinjauan sejawat oleh tim ahli 

eksternal JEE dan mitra-mitra Indonesia selama minggu evaluasi, hasil JEE disetujui oleh 

semua pihak.19 Hasil JEE menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat yang cukup 

baik secara keseluruhan; dari 48 indikator, 34 indikator telah mengembangkan kapasitas (skor 

40–70%), 14 indikator telah menunjukkan kapasitas (skor > 70%) dan tidak ada yang memiliki 

kapasitas nol (Fidler, 2017). 

Tiga rekomendasi menyeluruh di bawah ini muncul dari JEE Indonesia adalah: 
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a) Mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi nasional multisektoral yang 

terintegrasi penuh untuk penerapan IHR, yang difasilitasi oleh keputusan hukum di 

tingkat tertinggi. Selama pengembangan NAPHS, metodologi berikut diterapkan. JEE 

oleh tim eksternal berlangsung selama 20 tahun. 

b) Membangun mekanisme untuk mengoordinasikan pekerjaan IHR dan keamanan 

kesehatan global dari seluruh kementerian, lembaga, dan lembaga terkait 

c)  Mengevaluasi dan memperbaiki struktur pengambilan keputusan dan pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab untuk bertindak, tidak hanya di tingkat nasional dan 

subnasional, tetapi juga di tingkat nasional. 

Rencana aksi nasional untuk ketahanan kesehatan merupakan aksi nasional untuk 

ketahanan kesehatan dimulai segera setelah selesainya JEE, menjaga momentum dalam 

mempercepat upaya memperkuat sistem dan rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal 

ini disinkronkan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2020–

2024. Pengembangan NAPHS (National Action Plan for Health Security) merupakan proses 

yang sepenuhnya dimiliki dan dimotivasi oleh nasional dengan arahan strategis dari pejabat 

tinggi pemerintah, dan keterlibatan aktif serta bimbingan dari para ahli nasional yang 

berpengalaman. Para pemangku kepentingan yang pernah terlibat dalam JEE diundang oleh 

titik fokus bidang teknis terkait untuk merencanakan NAPHS (Rencana Aksi Nasional 

Ketahanan Kesehatan 2020–2024, 2020). 

Selama pengembangan NAPHS, metodologi berikut diterapkan. 

a) Alat JEE digunakan sebagai landasan, dengan sasaran JEE untuk setiap bidang teknis 

sebagai sasaran, indikator sebagai keluaran, dan tingkat kemampuan sebagai keluaran. 

Hal ini dilakukan atas dasar bahwa alat JEE bersifat komprehensif dan kapasitas 

Indonesia akan terus diukur berdasarkan standar-standar ini di masa depan.  

b)  Pendekatan model logika digunakan untuk 19 bidang teknis JEE; Pendekatan ini 

awalnya dikembangkan untuk 11 paket aksi yang diluncurkan oleh GHSA pada tahun 

2014. Dalam model logika NAPHS, kegiatan-kegiatan penting di masing-masing dari 

19 bidang teknis dihubungkan dengan indikator-indikator pada tingkat kapasitas yang 

berbeda.  

c) Model logika untuk bidang teknis kesiapsiagaan Hal ini memungkinkan penghitungan 

secara langsung biaya kelompok kegiatan yang merupakan kontributor utama terhadap 

pencapaian setiap indikator.  

Tolok ukur WHO yang baru untuk kapasitas IHR mengadopsi pendekatan yang sangat mirip, 

diantaranya: 
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a) Terdapat fokus pada pemilihan kegiatan-kegiatan prioritas yang sejalan dengan 

outcome dan output JEE serta menyelaraskannya dengan rencana kerja nasional yang 

telah dianggarkan, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan prioritas telah 

dilaksanakan. 

b) Analisis kesenjangan dilakukan berdasarkan rekomendasi JEE untuk setiap bidang 

teknis; sebagai hasilnya, kegiatan-kegiatan baru dirancang untuk menutup kesenjangan 

dan mencapai hasil yang direkomendasikan. Kegiatan-kegiatan baru ini terbuka untuk 

pendanaan dari pemerintah, donor atau mitra. 

Hasil NAPHS menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan prioritas untuk mencapai outcome telah 

selaras dengan rencana kerja nasional yang ada untuk 19 bidang teknis dan sekitar 95% 

kegiatan prioritas telah dianggarkan (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

02.02/Menkes/273/2016). 

 

Kesiapsiagaan Indonesia dalam Penerapan NAPHS 

Pada tahun 2011, untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam kesiapsiagaan 

menghadapi pandemi, Indonesia mengkatalisasi pengembangan kerangka kesiapsiagaan 

Pandemi influenza untuk penyebaran virus influenza dan akses terhadap vaksin serta manfaat 

lainnya (kerangka kerja PIP) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi 

influenza dengan tujuan sistem yang adil, transparan, merata, efisien dan efektif yang 

memprioritaskan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah sesuai dengan risiko dan 

kebutuhan kesehatan masyarakat (Agenda Keamanan Kesehatan Global, 2020). 

Untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam penerapan IHR, pada bulan Februari 

2017 Pemerintah Indonesia secara sukarela meminta WHO untuk menyelenggarakan JEE yang 

dilakukan oleh tim eksternal. Berdasarkan pembelajaran dari pengalaman pandemi influenza 

H1N1 tahun 2009, WHO mengembangkan pedoman manajemen risiko pandemi influenza, 

Menguji rencana kesiapsiagaan pandemi influenza memberikan peluang penting untuk 

memperkuat kapasitas IHR dalam kaitannya dengan semua bahaya. Dua latihan simulasi 

episentrum pandemi influenza skala penuh untuk konteks pedesaan dan perkotaan telah 

diselesaikan masing-masing di Bali pada tahun 2007 dan kota Makasar pada tahun 2009. 

 Pada bulan September 2017, WHO mendukung pelaksanaan simulasi lapangan skala 

penuh yang ketiga untuk menguji perencanaan kontinjensi pandemi influenza nasional. 

Latihan-latihan ini merupakan tonggak penting untuk menunjukkan kapasitas fungsional dalam 

mendeteksi dan membendung wabah influenza baru di episentrumnya oleh berbagai sektor di 

semua tingkatan. Badan-badan dan proses-proses multisektoral yang terlibat dalam latihan ini 
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termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, interoperabilitas sipil-militer, dan 

perencanaan kontinjensi bisnis di sektor-sektor penting, misalnya yang dilakukan oleh Badan 

Tenaga Nuklir Nasional (Resolusi Komite Regional WHO untuk Asia Tenggara, 2020). 

Latihan ini menghubungkan kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi ke dalam 

kerangka kerja bencana nasional untuk memungkinkan akses dan mobilisasi dana dan sumber 

daya darurat untuk penanggulangan episentrum pandemi. Hingga saat ini, dari 34 provinsi, 

Indonesia telah meluncurkan rencana kontinjensi pandemi influenza di 24 provinsi. Pada tahun 

2019, Indonesia memperbarui rencana kontinjensi pandemi influenza, beralih dari pendekatan 

penanggulangan episentrum ke fokus pada mitigasi pandemic (Della, 2020). 

 JEE sebaggai alat Pemantauan dan evaluasi keamanan kesehatan RI Selain alat 

pemantauan dan evaluasi WHO, Indonesia telah mengembangkan alat komprehensif yang 

memisahkan pemantauan dan evaluasi dan menerapkan indikator yang berbeda. Pemantauan 

melibatkan pelacakan kegiatan yang direncanakan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 

tidak menyimpang dari target awal. Pendekatan ini menggunakan indikator keluaran yang 

bersifat kuantitatif atau kualitatif. Setiap penyimpangan yang terdeteksi harus segera memicu 

tindakan perbaikan. Sebaliknya, evaluasi menekankan hasil atau dampak kegiatan secara 

keseluruhan sehingga lebih rinci dan komprehensif.  

Hasil apapun yang belum tercapai perlu direncanakan ulang untuk tahun-tahun 

mendatang. Diharapkan dengan menilai hasil pemantauan yang dilakukan lebih sering 

dibandingkan evaluasi, maka kekurangan yang ada akan dapat dideteksi lebih cepat sehingga 

dapat segera dilakukan. Tindakan korektif yang harus diambil dan membuat hasil lebih 

mungkin dicapai. Indikator hasil diambil dari alat JEE dan dihubungkan dengan aktivitas dalam 

model logika. Penilaian terhadap indikator-indikator ini didasarkan pada pencapaian target 

output. JEE dan pembelajaran dari penerapan kerangka kesiapsiagaan Pandemi influenza 

memberikan manfaat bagi pengembangan NAPHS di Indonesia (Rencana Aksi Nasional 

Ketahanan Kesehatan 2020–2024, 2020). 

Hal ini semakin diperkuat dengan mekanisme koordinasi multisektoral dan keterlibatan 

aktif seluruh pemangku kepentingan terkait serta komitmen politik tingkat tertinggi dan 

dukungan otoritatif melalui berbagai keputusan presiden. Implementasi penuh NAPHS juga 

akan bergantung pada penguatan sistem kesehatan. Penyusunan NAPHS disinkronkan dengan 

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2020–2024. Kerja paralel ini 

mencerminkan bahwa ketahanan kesehatan ditingkatkan melalui penguatan sistem kesehatan 

berdasarkan pendekatan layanan kesehatan primer, karena adanya kebutuhan untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi kapasitas utama di tingkat garis depan secara tepat waktu, seperti 
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pencegahan primer, promosi kesehatan, dan pencegahan dini. deteksi. Hal ini sangat relevan di 

Indonesia, dengan struktur organisasi yang terdesentralisasi dan tantangan geografis. 

Komponen utama pendekatan layanan kesehatan primer adalah kesetaraan, kolaborasi lintas 

sektor, pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi tepat guna. Misalnya, jika empat 

dari lima target keluaran tercapai, atau hampir tercapai, skor untuk hasil tersebut adalah 80%. 

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan inisiatif atau evaluasi eksternal seperti 

Joint External Evaluation (JEE) dari World Health Organization (WHO) didorong oleh 

berbagai faktor. Beberapa faktor eksternal yang memotivasi partisipasi Indonesia dalam JEE 

WHO melibatkan evaluasi kekuatan dan kelemahan sistem kesehatan nasional. Beberapa 

faktor tersebut meliputi: 

Kerja Sama Internasional dimana keikutsertaan dalam JEE mencerminkan komitmen 

Indonesia terhadap kerjasama internasional dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dan 

respons terhadap ancaman kesehatan global. Ini memperkuat ikatan dan kolaborasi antara 

negara-negara dalam menghadapi tantangan bersama di bidang kesehatan. Pencegahan 

Perkembangan Penyakit Menular mengingat karakteristik penyakit menular yang dapat 

menyebar secara global, keterlibatan Indonesia dalam JEE WHO dapat menjadi langkah 

strategis untuk memastikan bahwa negara ini memiliki kesiapsiagaan yang optimal dalam 

mengidentifikasi, merespons, dan mengendalikan wabah penyakit yang dapat memiliki 

dampak regional atau global  (Osterholm & Olshaker, 2017). 

Peningkatan Standar Internasional Kesehatan JEE WHO merupakan inisiatif yang 

bertujuan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan dan kapasitas suatu negara dalam merespons 

ancaman kesehatan. Dengan berpartisipasi dalam evaluasi ini, Indonesia dapat menilai sejauh 

mana sistem kesehatannya mematuhi standar internasional dan mengidentifikasi area di mana 

perbaikan diperlukan. Melalui partisipasi dalam JEE, Indonesia dapat memperoleh akses ke 

sumber daya dan dukungan dari WHO serta mitra internasional lainnya. Ini termasuk akses ke 

informasi, pelatihan, dan bantuan teknis yang dapat meningkatkan kapasitas sistem kesehatan 

nasional. 

Peningkatan Citra Internasional dengan menunjukkan komitmen terhadap evaluasi 

eksternal, Indonesia dapat membangun citra positif di tingkat internasional sebagai negara yang 

proaktif dalam melindungi kesehatan masyarakat global, keputusan untuk bergabung dengan 

inisiatif seperti JEE-WHO adalah hasil dari evaluasi yang cermat oleh pemerintah Indonesia 

terhadap manfaat yang dapat diperoleh dan kontribusi yang dapat diberikan oleh partisipasi 

dalam proses tersebut. Dimana hal ini sesuai dengan teori kebijakan luar negeri menurut 

William D. Coplin yang mana pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan kondisi 
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ekonomi dan militer serta kelemahan negaranya, dalam hal ini kelemahan Indonesia yaitu di 

bidang inovasi kesehatan yang tertinggal apabila tidak bergabung dengan JEE dan dapat 

membahayakan keaman nasional di bidang kesehatan (Kapiriri et al., 2016). 

Sebagai Pendekatan inovatif untuk memperkuat kesiapsiagaan darurat di tingkat 

nasional, pengindeksan dan pemetaan risiko bencana alam dilakukan oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana. Karena pemerintahan di Indonesia bersifat desentralisasi, pos 

komando di tingkat kabupaten mempunyai tanggung jawab utama untuk memobilisasi tanggap 

darurat, termasuk pengendalian sumber bahaya menular yang memiliki ancaman tinggi. 

Sumber daya di tingkat provinsi dan pemerintah pusat dapat dikerahkan untuk mendukung 

operasional posko (Setiawaty V,2016). 

Dalam skenario keadaan darurat yang semakin meningkat, dimana kabupaten tidak 

mempunyai kapasitas untuk menangani tanggap darurat, provinsi mengeluarkan pernyataan 

darurat dan mengambil alih pimpinan operasi darurat. Dalam skenario terburuk, pernyataan 

tanggap darurat nasional dapat dikeluarkan oleh Presiden untuk mengaktifkan posko darurat 

nasional, Pendekatan inovatif yang dilakukan pada tahun 2018 adalah memasukkan 

kesiapsiagaan darurat dalam standar pelayanan minimum yang dikembangkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian dan pemeliharaan standar pelayanan minimum ini 

adalah wajib bagi setiap kabupaten dan kota. Standar tersebut mencakup risiko. 

Selain itu bergabungnya Indonesia ke JEE-WHO dapat memiliki implikasi ekonomi 

dan keamanan yang penting. Peningkatan Kesiapsiagaan Ekonomi dimana partisipasi dalam 

evaluasi WHO dapat membantu Indonesia meningkatkan kesiapsiagaan ekonomi terhadap 

ancaman penyakit dan wabah. Ini melibatkan investasi dalam sistem kesehatan yang tangguh, 

yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak ekonomi dari wabah penyakit. Investasi dalam 

Sumber Daya kesehatan, seperti fasilitas kesehatan, peralatan medis, dan pelatihan tenaga 

medis. Meskipun ini dapat dianggap sebagai beban ekonomi, dapat memberikan manfaat 

jangka panjang dengan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. Dengan meningkatkan 

kesiapsiagaan terhadap ancaman kesehatan global, Indonesia dapat menciptakan lingkungan 

yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini dapat meningkatkan 

kepercayaan investor dan menjaga kontinuitas aktivitas ekonomi. (Kruk et al., 2018). 

Dari sisi keamanan bergabung dengan evaluasi WHO mencerminkan komitmen 

Indonesia terhadap keamanan kesehatan global. Dengan mendukung upaya internasional untuk 

mencegah dan merespons wabah penyakit, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam 

menjaga keamanan kesehatan regional dan global. Melalui partisipasi dalam JEE ini, Indonesia 

dapat memperkuat kerjasama internasional, terutama dalam hal pertukaran informasi dan 
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sumber daya untuk penanggulangan ancaman kesehatan bersama. Hal ini dapat meningkatkan 

stabilitas keamanan regional. Anjuran kesehatan global dapat membantu mencegah 

ketidakstabilan sosial akibat wabah penyakit. Peningkatan stabilitas sosial dapat berkontribusi 

pada stabilitas keamanan nasional. 

Sebagai Manajemen Krisis dimana partisipasi dalam JEE-WHO dapat membantu 

Indonesia meningkatkan kemampuan manajemen krisisnya. Dalam konteks keamanan, 

kemampuan mengelola dan merespon krisis kesehatan dapat meminimalkan potensi gangguan 

terhadap keamanan nasional. Investasi dalam kesehatan dan partisipasi dalam inisiatif global 

dianggap sebagai langkah-langkah preventif yang dapat mengurangi risiko keamanan jangka 

panjang dan meningkatkan ketahanan nasional (Heymann & Chen, 2015). 

 

Analisis Kebijakan Indonesia dalam JEE-WHO 

Selain karena analisa kesehatan dunia yang membuat WHO menginisiasi lahirnya JEE 

sebagai bentuk pengimplementasian IHR 2005, keikutsertaan Indonesia dalam JEE tidak lepas 

dari kondisi dalam negeri Indonesia. Seperti yang disampaikan pada teori Foreign Policy 

Analysis William D. Coplin, terdapat tiga pertimbangan yang bisa memengaruhi kebijakan luar 

negeri, termasuk dalam hal ini pilihan Indonesia untuk turut bergabung ke JEE secara sukarela. 

Diantaranya adalah kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta 

konteks internasional. Meski begitu, ketiga pertimbangan ini tidak akan lepas dari aktor yang 

menjalankannya. Konsep ini dikenal sebagai Policy influence System. Oleh sebab itu, Coplin 

mengategorikan kepentingan berdasarkan golongan aktor yang melatarbelakangi lahirnya 

kebijakan Indonesia. 

Indonesia telah mengalami banyak masa dengan penyakit masif, baik itu wabah 

maupun penyakit akut. Hal inilah yang membuat Pemerintah Indonesia harus terus membenahi 

sistem kesehatannya, mulai dari pencegahan sampai pengobatan, untuk menanggulangi 

penyakit yang ada dan akan datang. Jika ditinjau dari sudut pandang bureaucratic influence, 

masuknya Indonesia ke JEE sudah menjadi usulan sejak WHO Perwakilan Indonesia 

menawarkan keikutsertaan pada Indonesia. Di Indonesia keterlibatan Indonesia dalam JEE 

ditangani oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Meski 

begitu JEE melibatkan banyak pihak, karena JEE adalah unit evaluasi multisektor. Terlebih, 

sejak Indonesia meratifikasi IHR 2005 dan berhasil mengimplementasikannya secara penuh di 

2014, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk terus mengembangkan dan 

menyesuaikannya dengan kondisi kesehatan yang dinamis. Hasil laporan pengimplementasian 

IHR 2005 dilakukan dan dilaporkan oleh negara ke WHO, sehingga ada kecenderungan 
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birokrat negara untuk memoles laporannya agar bisa mencapai implementasi penuh. Terlebih 

laporan ini bersifat data yang bisa ditinjau masyarakat dunia secara umum, sehingga ada gengsi 

negara untuk terlihat “baik” di mata dunia. Hal ini membuat hasil laporan yang dikirimkan 

pada WHO pun menjadi bias dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal inilah yang membuat 

Indonesia memilih bersedia untuk dievaluasi oleh tim asesmen JEE-WHO. 

a) Mass Influence 

Keterlibatan Indonesia dalam JEE secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh media 

massa karena isu kesehatan selalu dikaitkan dengan pembeberan angka statistik di media massa 

yang membuat pemerintah mau-tidak-mau bertindak agar opini publik tidak tergiring ke arah 

yang simpang. Dalam teori Foreign Policy Analysis milik Coplin, pemberitaan di media massa 

masuk ke dalam kategori mass influence karena pengaruhnya yang mudah meluas ke 

masyarakat. Pemberitaan media massa menjadi salah satu unsur yang bisa mempengaruhi 

kebijakan yang diambil sebuah negara, karena berita merupakan perpanjangan tangan 

pemerintah ke masyarakat. Oleh sebab itulah kemasan kontennya juga harus bisa beriringan 

dengan yang diharapkan pemerintah. 

Peran media ini disampaikan langsung juga oleh Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU., dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI yang 

membahas tentang penanganan Tubercolosis (TBC) di Indonesia. Di tahun 2022 angka TBC 

meningkat drastis ke angka 100.000 kematian di tahun 2022 yang membuat opini masyarakat 

merasa sistem penanganan penyakit di Indonesia kian memburuk. Nyatanya pernyataan ini 

ditempis Menteri Kesehatan RI. Angka yang meningkat ini disebabkan oleh meningkatnya 

kemampuan fasilitas kesehatan Indonesia untuk mendeteksi dini virus TBC guna mengurangi 

potensi akut dan kematian dari TBC. Hal inipun sesuai dengan hasil laporan Menkes di rapat 

yang sama saat pelaporan tahun 2023, angka yang semula di 100.000 kematian menurun ke 

angka 70.000 kematian kasus TBC. (DPR RI., 2023). 

Pandemi menjadi waktu krusial yang memungkinkan media mengabarkan hal yang 

klise bahkan tidak sesuai dengan keadaan. Pemberitaan media kala pandemi pun bisa 

meningkatkan kecemasan dan ketakutan bagi masyarakat, khususnya yang dekat dengan area 

potensi pandemi. Sehingga pemerintah pun dituntut untuk bergerak cepat menangani pandemi 

yang ada. Sebelum bergabungnya Indonesia di JEE, flu burung (H5N1) menjadi santapan 

empuk bagi pemberitaan media dan segala gerak pemerintah pun menjadi konsumsi rakyat. 

Kementerian Kesehatan dan UNICEF Indonesia pun membuat iklan layanan masyarakat agar 

dapat mengedukasi sekaligus menampis berita hoax tentang kasus flu burung Inisiasi baik ini 



 

21 

 

akhirnya diikuti oleh instansi dan organisasi lain guna mencegah penyebaran, hingga 

penanganan flu burung di Indonesia berjalan baik.. 

 Hal serupa juga terjadi saat pandemi Covid-19 datang. Wabah yang dirasa jauh, 

nyatanya menyebar hingga ke Indonesia. Berita hoax pun banyak bertebaran, mulai dari Covid-

19 tersebar akibat kebocoran laboratorium, Covid-19 dapat disembuhkan dengan mengonsumsi 

bawang putih, hingga vaksin Covid-19 yang mengandung microchip pelacakan mengharuskan 

masyarakat untuk karantina, yang membuat masyarakat punya waktu lebih untuk mengakses 

pemberitaan. Berbeda dengan saat flu burung, tantangan mass influence saat Covid-19 lebih 

rumit karena kepekaan masyarakat terhadap media sosial membuat pemberitaan sangat mudah 

tersebar. Masuknya Indonesia ke JEE menjadi salah satu cara pemerintah untuk mempermudah 

menghadapi pandemi yang akan datang dan untuk menjaga citra kinerja pemerintah di mata 

publik tentunya. Hasil asesmen JEE dapat membuat pemerintah selalu berbenah dan 

menciptakan timbal balik positif di masyarakat terlebih yang disalurkan melalui media. 

b) Bureaucratic Influence 

Terdapat pertentangan antar birokrat terkait keterlibatan Indonesia dalam JEE-WHO. 

Secara kesehatan dan hubungan diplomatik, Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan 

dari bergabungnya di JEE. Indonesia dapat mengetahui potensi kesehatan negara lain akibat 

keterbukaan informasi kesehatan negara yang telah di asesmen JEE dan Indonesia juga dapat 

selangkah lebih mudah mendapatkan akses obat dan fasilitas kesehatan dari mekanisme 

kerjasama bilateral karena kepercayaan data yang ada. Namun bagi beberapa pihak, 

keterbukaan data ini juga dapat menjadi ancaman keamanan bagi Indonesia. Karena 

masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses data kesehatan Indonesia secara detail. 

Terlebih Indonesia pernah mengalami kekecewaan sebelumnya di tahun 2007, tepatnya saat 

diminta WHO mengirimkan sampel virus Flu Burung (H5N1) strain Indonesia yang nyatanya 

virus tersebut diperjualbelikan ke manufaktur vaksin negara maju. (Fidler, 2007). 

Sebagai negara kepulauan terbesar yang berada di antara dua benua membuat Indonesia 

merupakan negara yang ramai sebagai jalur lintas antar negara. Hal ini juga mempengaruhi 

ancaman kesehatan yang terjadi di Indonesia juga akan mengancam negara-negara di 

sekitarnya. Mengatahui konsekuensi hasil asesmen WHO yang terbuka, membuat Indonesia 

merasa “tidak apa-apa” apabila kondisi kesehatannya pasca penilaian JEE ini diketahui secara 

umum oleh semua pihak. Karena dengan begitu, negara lain yang berada di sekitar Indonesia 

juga harus merasa memiliki ancaman yang sama apabila suatu saat Indonesia terserang wabah 

penyakit, sehingga dapat turun menjaga stabilitas kawasan agar negara sama-sama tidak 

beresiko terserang wabah penyakit. 
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Ditinjau dari politik luar negarinya, aktifnya Indonesia pada forum kesehatan 

internasional menjadikan Indonesia harus mengambil peran saat JEE disahkan. Terlebih, pada 

2016 Indonesia menjadi ketua Tim Pengarah GHSA, yang membuat Indonesia juga harus turut 

menyukseskan tercapainya IHR 2005. Salah satu usaha Indonesia untuk turut mengambil peran 

dan menjadi role model berhasilnya IHR 2005 adalah dengan menjadi salah satu negara yang 

menyetujui diasesmen oleh JEE. Gerak-gerik Indonesia dalam forum kesehatan internasional 

kerap diikuti banyak negara, terlebih negara periphery. 

c) Partisan Influence 

Partisan influence tidak begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

bergabungnya Indonesia di JEE. Melihat dari dinamika problematika kesehatan, isu ini 

merupakan isu individu yang menjadi kekhawatiran bagi pemerintah karena menyangkut 

sumber daya manusia sebuah negara. Oleh sebab itulah kebijakan bergabungnya Indonesia di 

JEE tidak melibatkan kelompok masyarakat didalamnya. Namun jika ditilik dari dinamika 

kelompok dibawah pemerintahan, secara tidak langsung banyak kelompok yang 

mempengaruhi kebijakan Indonesia. 

Salah satu contoh kelompok yang berpengaruh pada kebijakan kesehatan Indonesia 

adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi yang menaungi dokter di Indonesia 

dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi yang menaungi perawat 

di Indonesia, IDI dan PPNI sangat kritis terhadap kebijakan kesehatan Indonesia, karena secara 

tidak langsung apapun keputusan keikutsertaan Indonesia di JEE akan berakibat pada kinerja 

tenaga dokter Indonesia di lapangan. Terlebih dokter di lapangan yang akan merasakan 

asesmen langsung dari Tim Eksternal JEE. Meskipun dalam pengambilan kebijakan masuknya 

Indonesia di JEE, IDI tidak terlibat langsung secara keorganisasian didalamnya. Karena 

pengambilan keputusan bergabungnya Indonesia di JEE hanya melibatkan instansi dalam 

pemerintahan. Keterwakilan suara IDI dalam pengambilan keputusan masuknya Indonesia 

dalam JEE bisa melalui anggota mereka yang ada di pemerintahan ataupun instansi lain yang 

terlibat dalam pengambilan keputusan. 

Struktur pemerintahan Indonesia yang desentralisasi dengan bentuk negara demokrasi 

membuat pemerintah pusat bekerja dibantu dengan pemerintahan daerah. Tidak hanya itu, 

pemerintah tidak bekerja sendiri, namun juga dibantu kelompok masyarakat sebagai bentuk 

timbal balik dari kebijakan yang dikeluarkan, termasuk dalam inisiasi masuknya Indonesia 

dalam JEE. Dengan kritisnya kelompok-kelompok masyarakat seperti IDI dan PPNI akan 

berguna sebagai umpan balik dari kebijakan kessehatan Indonesia sebagai tindaklanjut dari 
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pengimplementasian rekomendasi JEE, karena merekalah yang turun langsung dan mengerti 

bagaimana kondisi di lapangan. 

d) Interest Influence 

Secara interest influence, bergabungnya Indonesia di JEE dilatarbelakangi oleh belum 

mampunya Indonesia untuk menganalisa kondisi kesehatan dan bidang penunjangnya demi 

mengimplementasikan IHR 2005. Terlebih IHR 2005 merupakan instrumen standar kesehatan 

internasional yang multisektoral dan melibatkan banyak aktor. Mulai dari keamanan obat dan 

makanan, karantina hewan, hingga keamanan perbatasan.  

Contoh penting dari upaya Indonesia dalam kesiapsiagaan darurat adalah upaya luar biasa 

untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi setelah wabah flu burung (H5N1) 

pada manusia pada tahun 2005 melalui pengembangan Rencana Strategis Nasional 

Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Pandemi Influenza 2006–2008. Pada tahun 2006, 

sebuah komite flu burung dibentuk sebagai platform multisektoral; program ini digantikan oleh 

sebuah komite yang memiliki kewenangan lebih luas untuk mengendalikan zoonosis prioritas. 

Sejak Desember 2016, fungsi komite zoonosis dilimpahkan ke Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya, instruksi presiden Peningkatan 

kapasitas dalam mencegah, mendeteksi dan merespons epidemi, pandemi global dan darurat 

nuklir kimia dan biologi menunjukkan komitmen tingkat tinggi dan memberikan kerangka 

kerja multisektoral untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi keadaan darurat 

kesehatan masyarakat yang dapat berdampak pada keamanan kesehatan nasional dan global 

(Agenda Keamanan Kesehatan Global, 2020). 

Menanggapi pandemi influenza (H1N1) pada tahun 2009, Indonesia mengembangkan 

dan menerapkan rencana tanggap pandemi yang melibatkan pemangku kepentingan 

multisektoral. Surveilans sentinel penyakit mirip influenza dan infeksi saluran pernapasan akut 

yang parah sebagai bagian dari Sistem Pengawasan dan Respons Influenza Global terdeteksi 

H1N1 pada tahun 2009 di Indonesia. Surveilans influenza mempunyai peran yang sangat 

penting, terutama dalam memantau pola virus influenza yang beredar di Indonesia dan untuk 

deteksi dini munculnya virus influenza baru pemangku kepentingan di semua tingkatan, 

sehingga menghasilkan kerangka koordinasi yang disepakati bersama dengan peran dan 

tanggung jawab yang jelas untuk semua sektor dan lembaga.  

 

E. Kesimpulan 

Menjadi salah satu negara yang rentan terhadap ancaman kesehatan, membuat masuk 

ke Joint External Evaluation menjadi salah satu cara Indonesia untuk bisa meningkatkan 
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kapasitas kesehatannya, khususnya guna mengimplementasikan IHR 2005 sesuai dengan hasil 

GHSA. Hasil asesmen pertama yang diterima pada 2017 kemudian diolah menjadi produk 

acuan multisektor nasional, berjudul National Action Plan on Health Sector (NAPHS) yang 

diterapkan 2020-2024. NAPHS mensinergikan 15 instansi dan lembaga dalam negeri sesuai 

dengan hasil asesmen JEE yang mengharapkan sinergitas multisektoral. 

Kerja paralel dalam pengimplementasian NAPHS ini mencerminkan bahwa ketahanan 

kesehatan ditingkatkan melalui penguatan sistem kesehatan melalui layanan kesehatan primer, 

karena adanya kebutuhan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kapasitas utama di tingkat garis 

depan secara tepat waktu, seperti pencegahan primer, promosi kesehatan, dan pencegahan dini. 

Hal ini sangat relevan di Indonesia, dengan struktur organisasi yang terdesentralisasi dan 

tantangan geografis. Komponen utama pendekatan layanan kesehatan primer adalah 

kesetaraan, kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi tepat 

guna. Masuknya Indonesia ke JEE-WHO banyak dipengaruhi oleh Bureaucratic influence dari 

aktor yang terlibat didalamnya. Tidak hanya itu, peran media untuk menggiring opini 

masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang termasuk mass influence. Meski begitu, secara 

interest influence pemerintah Indonesia tetap mengutamakan kemampuan Indonesia untuk 

meningkatkan kapasitas kesehatannya dengan mengimplementasikan IHR 2005 dan hal ini 

tidak banyak dipengaruhi oleh partisan influence karena isu kesehatan adalah isu pribadi yang 

menjadi kekhawatiran pemerintah. Faktor utama bergabungnya Indonesia ke JEE semakin 

diperkuat dengan mekanisme koordinasi multisektoral dan keterlibatan aktif seluruh pemangku 

kepentingan terkait serta komitmen politik tingkat tertinggi dan dukungan otoritatif melalui 

berbagai keputusan presiden. 
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